
PER"TIJRAN DAERAH KABUPATENLAMPUNG TIMUR
 
NOMOR 21 TAHUN 2007
 

TENTANO
 

PEMHE:'JTUKAN OROANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAJ f.
 
SEKRETAR!AT DPRD, DAN KECAMATAN
 

KABUPATENLAMPUNG TIMUR
 

DENGAN RAHMAT TUHf~N YANG MAHA ESA 

BUI'ATI LAMPUNO TIMUR, 

Mcnimbang a.	 bahwa untuk mchksanakan ketcntuan Pasal 2 Pcraturan Pcmcrintah 
Nomor 41 Tahun 2007, dipandang perlu melakukan penataan 
organisasi perangkat daerah; 

b.	 bahwa Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Kecamatan dipandang tidak 
sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sehingga perlu diganti; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tcntang Pernbentukan Organisasi 
dan Tata Kerjn Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan 
Kecamatan. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan 
Da-rah Tingkat 1 Provlnsl Lampung (Lembnran Neguru Rcpublik 
Ind onesia Tehun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Nomo.2688); 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
No-nor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3890); 

1	 Undang-Undnng Nomor Tnhun 1999 Tentuug l'cmhcntukuu 
Kubupatcn Ducrah Tingkat II Way Kanan, Kubupatcn Dacrah 
Tingkat Il l.empung Timur, dan Kotamadya Dacran Tingkat II 
Metro (Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tuhun 1<)<)<) NOI1\lll' 

46, Tambuhan Lernbaran Negara Nomor 3825); 

'I.	 I '"dl\nll.·llnd'~ng NOO1or 32 Tuhun 2()()i1 Tl'1I11111~'. ,'l'llll'rilllllllilll 

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana tcluh 
diubah dcngan 1Jndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 'I'cntung 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 
108,Tambahan Lembaran NegaraNomor4548); 



S.	 Pemturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 Tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenIKota; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun2007 Tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

t 
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang 

Pedoman Organisasl Kecamatan; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

r 
9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 

Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah. 

Dengan PersetujuanBersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
dan
 

BUPATI LAMPUNO TIMUR
 

MEMUTUSKAN : 

"	 . Menetapkan	 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD 
DAN KECAMATAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yangdimaksud dengan : 
I.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 
2.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Larnpung Timur. 
3.	 Bupati adaiah Bupati Lampung Timur. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. 
5.	 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Lampung Timur. 
6, Sekretnri« Duernh udulnh Sekretnrl» DOl'mll Knhupl\lCIl Lnmpung Tlmur. 
7. Gubemur adalah GubemurProvinsl Lainpung.
 
8, Kecumatnn ndalnh Kecanuuun dulnm Knbupaten Lnmpung Timur.
 
9.	 Pimpinan satuan organisasi adalah pimpinan organisasi di lingkungan sekretariat daerah, 

sekretariat DPRD dar. kecamatan Kabupaten Lampung Timur. 

BAH II 
PEMDENTUKAN 

Pasal2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasl dan Tata KerjaSekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD dan Kecamatan. 



BAit III 
ORGANISASI 

Bagian Pertamr
 
Sekretariat Daerah
 

Paragraf 1
 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal3
 

(I) Sekretnri.u Dueruh adaluh unsur starycng berada dlbawah dun bcrtanggungjawub kcpadu 
Bupati. 

(2) Sekretariat Daeruh dipimpin oleh seorang Sekreraris Daerah, 
(3) Sckrctnrb Du~rn!l berkedudukan dl bnwnh dun bertanggung [awnb kcpuda Uuputi. 

Pasel 4 

Sekretnriat Daerah mempunyoi t~gas don kewajibnn membnntu Buputi dalam menyusun 
kcblJnkon da» mengkoordlnaslkan dtnesdaerah don lembaga teknlr daerah. 

PasalS 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah 
mempunyai fungsi : 
a.	 penyusunan kebijakanpemerintahan daerah; 
b.	 pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 
c.	 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintaha daerah; 
d.	 pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 
e.	 pelaksanaan tugas Jain yangdiberikan uleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya. 

l'aragraf2
 
Susunan Organlsasl
 

Poso16 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dacrah tcrdiri dan: 
a.	 Asisteu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) yangmembawahi : 

1.Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari : 
• Sub Barino Toto Pemerintahan Umum
 
- Sub Bagian Otonomi Daerah
 
• Sub Bagiau Pertanahan 

2. Bagian Pemerintahan DesaIKelurahan
 
- Sub Bagian Admi iistrasi Pemerintahan DesaIKelurahan
 
• Sub Bcgian Perangkat dan Pengembangan DesalKelurahan
 
- Suo Bagian Pendapatan dan Kekayaan DesaIKelurahan
 

3. Bagian Hukurn terdiri dari :
 
- S'J:' Bagian Perundang-undangan
 
- Suo Bagian Bantuan Hukum danHak Asasi Manusia
 
• Sub Dugian Dokumcntesi Hukum 

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 
• Suh Bugian KesejnhternOll Sosinl 
• Sub Bugiun Agumnt - Sub Bagian Pcmuda dan Olah Raga 

b.	 Asisten Bidang Perekonomian dan Fembangunan (Asisten II) yang mernbawahi : 
1. Bagian Perekonomian terdiri dari : r - SubBagian Pengembangan Perekonomian 

~ - Suo Bazian Produksi Daerah 

I 



- Sub BagianIndustri, Perdaganga.'l dan Koper~i 

2.Bagiun Admlnistrasi Pembangunan terdiri dari : 
- Suh BagiaaAclministrasi Program 
- Suh Bagian Pengendalian/Monitoring Program 
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

c. Asistcn Bldang Adminlstras! Umum (Asisten III) yang membawahi : 
t.Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari : 

- Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga 
- Sub BaglanPengadaan 
- Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan 

2.Bftl4lan KC1umaan tcrdlrl dlU'l : 
• Sub Bagian Perbendaharaan 
• St,b BQ"iun AnaalU'aD .,;' 

)­
; • Sub Oagian Belanj~~eg~watc:~,~elt}~ukuan ~ 

.3.Bagian Org9nisasi danIa~,~c:tul~~e~iri dan :1, 
• Sub Basian Kelembagun, " 
• Sub Bagian Ketatalaksanaan
 
- Sub Bngian Analisis Jabatan
 

4.Buginn Prctokol dan Kehumasan terdiri dari :
 
- Sub BagianTamu dan Upacara
 
- Sub Bagian PerjaJanan Pimpinan
 
- Sub Bagian Kehumasan
 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Stiuktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalarn Lampiran I Peraturan Daerah ini. 

Bnginn Kcdun
 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 

Paragrnf 1 
Kedudukan, TUall3 Pokok don Fungal 

PasaI7 

(I) Sekretariat DPRD adnlah unsur pelayanan terhadap DPRD; 
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretnris Dewan. 
(3) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertnnggung jawab kcpada 

pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati mclalui 
Sekretaris Daerah. 

I'asal 8 

Sekretariat DPH 0 rnempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, 
ad.ninitrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mcrycdiakun scrta 
mcngkoordinasikan tcnaga ahli yang diperlukan oleh DPRD scsuai dcngau kcmampuan 
keuangan daerah. 

Pn:HlI9 

Untuk menyelenggnrukan tugns sehngnimunn dimnkslld dnlum l'usnl 7. S('k''l~lilrial I>I']{I) 

mempunyui lungsi : 
a. penyelenggaruon administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. I'cllyclcnB~hl'(\l\lllldl11inistmsi keuangun I)PH [); 
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 
d. penyediaan dan pengkoordinasiaan tenaga ahli yangdiperluka oleh DPRD, dan 
e. pengkajian Jan penelaahan hukum dan perundang-undangan. 



Peragraf2
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 10 

0) Susunan Organisasi Sekrctariat DPRD terdiri dari : 
a.	 Sekretaris Dewan; 
b.	 Bagian Umum terdiri dari :
 

- Sub Bagian Rumah Tangga
 
- Sub Bagian Tata Usaha
 
- Sub Bagian Hurnas
 

c. Bagian Legilasi terdiri dari :
 
- Sub BagianPengkajian Hukum
 
- Sub Bagian Perundang-undangan
 
- Sub Raglan Dokumentasi dan Perpustakaan
 

d. Bagian Persidangan dan Risaiah terdiri dari :
 
- Sub Bagian Persidar.gan dan Risalah
 
• Sub Hagiun Protokol
 
- Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan
 

c.	 Bnginn Kcunngan terdlri dari : 
• Sub Baglun Anggaran dan Perjelanan Dlnas
 
- Sub BagianPerbendaharaan
 
• Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalamLampiran II Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketlga
 
Kecamatan
 

Paragraf 1
 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal 11 

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Carnat sebagai perangkat daerah dan dipimpin oleh 
seorang Camat 

(2) Camat be'. kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Dacrah. 

Pnsal12 

(I) Camat mcmpunyui tugas melaksanaknn kewenangan pemerintahnn yang dilimpahknn oleh 
Bupatl unu.k menangani sebaglnn Ulusan otonomi daerah. 

(2) Pelimpahni, sebagian kewenangan Bupatl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

(3) Sebagian .ugas Carnat sebagairnana dlmaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada 
Lurah. 

Pasal 13 

Camat juga mcnyelcnggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 
a.	 mengkoordinasikan kegiaimpemberdayaa masyarakat; 
b.	 mcgkoordinasikan l!pnyn JI~nyclcng~nronn ketentraman don ketertlbnn umum; 
c.	 mengkoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 
d.	 mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasiiitas pelayanan umum; 
e.	 mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeritahan di tingkat kecamatan; 



6 

f.	 membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 
g.	 meluksanaknn pelaynnan masyarekat yung menjndi ruang lingkup tugasnyu dan/atuu yang 

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

Paragraf2
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 14
 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 
a.	 Camat: 
b.	 Sckretariat Kecaruatan :
 

- Sub Bagian Kepegawaian;
 
- Sub Bagian Keuangan;
 
- Sub Bagian Umum.
 

Co,	 Seksl Pemennrnhnn, 
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 
g Seksi Pernbcrdayaan Masyarakat Desa;
 
h. Seksi Pcrkonornian dan Kesejahterean Sosial:
 
I, Seksi p~ ndldiknn:
 
j.	 Kelompok JabatanFungsional 

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). tcrcantum 
dalam Larnpiran In Peraturan Daerah ini 

BAD IV
 
ESELONERING
 

Pasal15 

(1) Sekretaris Duerah rnerupakan jabatan struktural eselon IIa. 
(2) Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD rnerupakan jabatan struktural eselon lIb. 
(3)	 Kepala Bagian ann Carnat rnerupakanjabatan struktural eselon llla, 
(4) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb. 
(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan [abatan struktural eselon IVa. sedangkan 

Kepuln Sub Baginn nada sekretarlat kecnmamn merupnkanjabatan strukturnl esclon IVb. 

BABV
 
KEI OMPOK JADATAN FUNGSIONAL
 

Pnlln116 

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejurnlah tenaga dalamjenjangjabatanfungsional 
ynng terbagi dalam berbagai kelompk sesuai dengan bidangkcahliannya. 

(2) Setiap kelompkjabatan fuugsional dikoordinasikan seorang tenagafungsional senior sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profcsional yang ditcntukan dalam 
peraturan perundang-undangan yangmengauir jabatan fugsional dimaksud. 



GAB VI
 
STAFAHLI
 

Pasal 17 

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnyadibantu oleh 5 (lima) orang Staf Ahli. 
(2) StafAhli diangkat dan diberhcntikan olch Bupati dari pegawai negeri sipil. 
(3) Stnf Ahli HUll,,'i n.erupnknnjnbatnn strukturul eselon llb. 

Pasal 18 

(1) Stnf Allli :ucmpuuyui tugas memberlknn teluahan mengenni musaluh pcmcri ntahun ducruh 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

~2)	 Dalam pcluksannnn tugusnya, StnfAhli secnrn odministrutif dikoordinnsikan olch Sckrctnris 
Daerah 

Pasal 19 

StafAhli terdiri dari : 
a.	 StafAhli bidang Hukum dan Politik; 
b.	 StafAhU bidang Pemerintahan; 
c.	 StafAhli bidang Pembangunan; 
d.	 StafAhli bidang Kemasyarakatan dan Surnber Daya ~ 1anusia; 
e.	 StafAhli bidang Ekonomi dan Keuangan. 

BAD VII
 
PENGANGKATAN DALAM JADATAN
 

Po&0120 

(I) Sekretaris Dnerah diangkat den diberhentikan oleh Oubemur atas usul Bupnti sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Sekretaris DPRO dinngknt don diberhclttiknn oleh Bupati etaspersetujuan DPRD. 
(3) Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsuitasi 

dengan Gubemur. 
(4) Kepala Bagian, Camat, Kepala Sub Bagian Jan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. 
(5) Kepala Suv Bagian pada Sekretariat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Posol21 

Jenjanc Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan 
Perllndnng-! JrHlnn~1I1l yang berlaku 

BAD VIII 
TATA KERJA 

Pasal22 

(1) Dalam mclaksanukan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan 
fungsionai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
Iingkungan masing-rnasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah 
,1".. _h ..... t", A.. nn",n in<!t~n<!i v .. rti,..~1 <!.. <!,.~i A..no~n tI1P~<! m~,~ino_m~c;:ino 



(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bilatejadi penyirnpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan organisasi bertauggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya rnasing-masing dan mernberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan organisasi wajib megikuti clan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab 
kepada otnsl,n mnsing-musing dan menyiapkan laporan bcrkala tcpat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dar; bawahan wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk mcmberikan 
petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampnikan laporan masing-masing kepnJa atasan, ternbus-m laporan wajib 
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mcmpunyai hubungnn 
kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal23 

(1) Setiap pimpinan satuan orgamsasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan men> iapkan laporan seeara 
berkala. 'r, 

(2) Setiap lapoian yangditerima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan 
dipergunaknn sebugni bahan penyusunan laporen lebih Innjut don untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahnnnya, 

Pnsnl24 

Dahun pcloksllll'llln koordlnasl Aslston dlkolompokkan mcnjndl : 
a.	 Bidang Pemerintaban dan Keseiahteraan Rakyat meliputi : Pertanahan, Kependudukan dan 

Cntftton Slpll, Penuawasen, Kesatuen Ilnngso, PoliUk dan Perlindungnn Mnsyarnkn: sertn 
Ketertiban Umurn, Satuan Polisi Pamong Praja, Tata Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan 
Perernpuan dan Keluarga Berencana. 

b.	 Bidang Ekonomi dan Pernbangunan meIiputi : Perencanaan Pembangunan, Pertanian, 
Perkebunan dan Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata Kebudayaan dan Seni, 
Perindustrian dan Perdagangan, Koperasl dan UMKM, Pemberdayaan Masyarakat Dcsa, 
Penanaman Modal. Petemakan, Perikanan dan Kelautan, Kcsehatan, Pendidikan, Pemuda 
dan Olah Rago, Sosial Tenaga KerJa dan Transmigrasl, Ciptn Karya dan Tata Ruang, Binn 
Marga, Pengairan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertarnanan dan 
Pelnyanan Publik. 

c.	 Bidang Administrasi Urnum rneliputi : Kepegawaian dan Diktat, Keuangan, Pendapatan dan 
Kekayaan Daerah, Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi, Organisasi dan Tata Laksana, Umum 
dan Protokol. 

BABIX
 
KETENTUANPENUTUP
 

Posnl2S 

Hal-hal yon~ belum diatur dalam Peraturan Daerah inl sepanjang meugenai teknis 
pelnksannnnnyn scrta uraian tugas mnslng- masing pimpinan satunn orgunlsn-i nkun dintur 
dcngnn Pcraturun Bupati. 



Pasa126 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 
Teatang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan 
Pemerintah Kecamatan dicabut dandinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 

Pcraturan Daerah ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe'raturan Daerah ini dengan
 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 

Ditetapkan di Sukndana 
pada tanggal 28 Dcscmbcr 2007 

13UPATl LAMPUNU TlMUl{, 

tit0 

SATONO
 
Diundangkillldi Sukadana
 
pada tanggal 28 Desember 2007
 

SEKRETAR1S DAERAH. 

dto 

I WA YAN SUTAIUA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TABUN 2007. j\;OMOR 21 

l.egalisnsl 
KEPALA 13AGIAN HUKUM 

Pembina Tk. I
 
NIr.Ol0166328
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